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ABSTRAK 

Penelitian ini dengan judul “Upaya hukum terhadap penahanan tidak 

sah” membahas mengenai penahanan sebagai upaya paksa yang sangat 

membatasi kebebasan individu sehingga harus memenuhi syarat formil dan 

materiil sesuai KUHAP. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penahanan 

menurut KUHAP serta mengkaji bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh 

apabila terjadi penahanan yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer 

berupa KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983, dan PP No. 58 Tahun 2010. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penahanan hanya 

dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta hanya dapat dilakukan 

apabila memenuhi syarat formil berupa surat perintah penahanan yang sah dan 

syarat materiil berupa adanya bukti permulaan yang cukup serta alasan objektif 

penahanan. Penahanan yang tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat 

tersebut dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan. Upaya 

hukum yang tersedia bagi korban penahanan tidak sah mencakup praperadilan, 

permohonan ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam 

KUHAP.  

Kata Kunci: Penahanan, Praperadilan, Upaya Hukum, Penahanan Tidak Sah, 

KUHAP. 
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ABSTRACT 

This research, titled “Legal Remedies Against Unlawful Detention,” 

discusses detention as a coercive measure that severely restricts individual 

freedom and therefore must meet formal and material requirements in 

accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP). The study aims to 

analyze the authority of detention under the KUHAP and to examine the forms 

of legal remedies that can be pursued in the event of unlawful detention. 

 This research uses a normative legal research method with a statutory 

approach, a conceptual approach, and a case approach, with primary legal 

materials consisting of the KUHAP, Government Regulation No. 27 of 1983, 

and Government Regulation No. 58 of 2010. 

Research results show that the authority to detain is only held by 

investigators, public prosecutors, and judges, and can only be carried out if the 

formal requirement of a valid detention order and the material requirement of 

sufficient preliminary evidence and an objective reason for detention are met. 

Detention that does not meet either of these requirements can be declared 

invalid through a pretrial mechanism. Legal remedies available for victims of 

unlawful detention include pretrial proceedings, claims for compensation, and 

rehabilitation as regulated in the Criminal Procedure Code. 

 

Keywords: Detention, Pretrial, Legal Remedies, Unlawful Detention, Criminal 

Procedure Code 
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